GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR }07| TAHUN 2019

TENTANG

KODEFIKASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8]
Tahun 2018 telah menetapkan kodefikasi Akun pada
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
yang berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam
rangka  menyesuaikan  dengan kondisi  dan
perkembangan saat ini, maka Peraturan Gubernur
Nomor 81 Tahun 2018 perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menctapkan Peraturan Gubernur tentang Kodefikasi
Akun Pada Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;

»

Menimbang

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
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2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Dacrah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODEFIKASI AKUN

PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Dacrah Sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dacrah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
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5. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

6. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

7. Beban adalah penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

10. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

12. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

13. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur
laporan keuangan secara lengkap, yang digunakan dalam pencatatan
transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar,
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

(1) BAS dirinci sebagai berikut:

level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
level S (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
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(2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
akun 1 (satu) menunjukkan aset;

akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;

akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;

akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;

akun 5 (lima) menunjukkan belanja;

akun 6 (enam) menunjukkan transfer;

akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan,

akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan

akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
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(3) Rincian Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. Kode akun Neraca (aset, kewajiban, ekuitas) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini;

b. Kode akun Laporan Realisasi Anggaran (pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini;

c. Kode akun Laporan Operasional (pendapatan-LO, beban)
scbagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

d. Format Konversi Penyajian Neraca sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur
Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kodefikasi Akun Pada Bagan Akun Standar
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal |2 -04';_, 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT//

Va

-

,( SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 - Viee . 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

-

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR lp’;’
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